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PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATAS  

GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2010 

 
 

WALIKOTA  BEKASI, 
 
 
Menimbang     :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang 
Persedian (SPP-UP) SKPD dan batas Ganti Uang Persediaan 
(SPP-GU) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 
dengan Peraturan Walikota.  

Mengingat       : 1.  Undang-Undang   Nomor   9  Tahun   1996     tentang  
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3663); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



 2 

4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010  

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);  
 

Memperhatikan : 1.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 2.  Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri A ) 
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M E M U T U S K A N : 
 
 

      Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN                   

                                 BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATAS 

                                 GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) PADA PELAKSANAAN 

                                 APBD TAHUN ANGGARAN 2010. 

 
 BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 
 

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

2. Walikota adalah Walikota Bekasi; 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang; 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Daerah tentang APBD; 

5. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja 

perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari; 

6. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung; 

7. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan pengganti 

uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 

8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 

persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 

9. Idle cash adalah dana tunai yang belum digunakan (menganggur); 

10. Bend 17 adalah tanda bukti setoran ke kas daerah. 
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BAB II 

BESARAN UANG PERSEDIAAN 

DAN MEKANISME PENCAIRAN 

 

Pasal  2 
 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang 

Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-

tingginya untuk keperluan satu bulan. 

 

(2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud ayat (!) adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja 

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

 

(3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksdu ayat (1) untuk setiap SKPD 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal  3 
 
 
(1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis 

pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD 

kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. 

 

(2) Uang persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan 

sebagaimana dimaksud ayat (1). 

 

BAB III 

BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN 

Pasal  4 

(1). Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah 

dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 75% dari besaran uang 

persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan 

melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana 

yang telah di-SPJ-kan. 
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(2). Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan 

sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) melebihi kebutuhan uang persediaan satu 

bulan, maka dalam rangka pengendalian Idle Cash bendahara pengeluaran 

mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU 

Nihil atau dengan pengembalian langsung ke kas daerah melalui penyetoran 

dengan bend 17. 

(3). Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan 

oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran 

dengan bend 17. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  5 
 

Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 

Ditetapkan  di    Bekasi 
pada  tanggal  25 Pebruari 2010 

J20anuari 2010 
    WALIKOTA  BEKASI 
 
 
              Ttd/Cap 
 
 

                                                                                              H. MOCHTAR MOHAMAD 
 
Diundangkan  di  Bekasi 
pada  tanggal  25 Pebruari 2010    5 Januari 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
 
                       Ttd/Cap 
 

 

       TJANDRA UTAMA EFFENDI        

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010  NOMOR  13 SERI  A     


